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ABSTRAK

PENERAPAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PALEMBANG

Ayattulah Kumaini

Anak didik berkaitan dengan suatu gejala kenakalan anak yang terjadi
dalam masyarakat. Kenakalan anak terbagi 2 golongan yaitu kenakalan anak yang
melanggar norma sosial dan kenakalan anak yang melanggar hukum. Anak yang
melanggar hukum proses pembinaannya dilaksanakan di Lembaga
Pemasyarakatan Anak. Pendidikan bagi narapidana terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam konteks
penerapan hak pendidikan dinyatakan di dalam pasal 22 ayat (1) yang menyatakan
anak didik memperoleh hak-hak sebagaimana yang dimaksud pasal 14 tentang
hak-hak narapidana dan salah satu hak narapidana adalah hak untuk mendapatkan
pendidikan dan pengajaran.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah cara Lembaga
Pemasyarakatan Anak Palembang menerapkan hak pendidikan terhadap
narapidana anak dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam
penerapan hak pendidikan terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan
Anak Palembang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris
yang Dbersifat deskriptif yang diambil menggunakan data primer dengan
melakukan wawancara dan data sekunder sebagai pelengkap sumber data primer.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penerapan hak pendidikan narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Palembang belum sepenuhnya
terpenuhi. Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus dilakukan sebaiknya untuk
melakukan program pendidikan adapun Lembaga Pemasyarakatan Anak
menawarkan berbagai macam program pendidikan, baik itu pendidikan formal
maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal seperti program pendidikan
SD,SMP,SMA. Sedangkan pendidikan non formal seperti kegiatan pramuka,
keterampilan menjahit, pendidikan montir, pendidikan kerohanian, pendidikan
olah raga, serta pendidikan komputer. Adapun hambatanya adalah kualitas dan
kuantitas petugas pemasyarakatan seperti kurangnya jumlah petugas pembinaan,
tenaga pengajar seperti kurangnya tenaga pengajaran yang diminta dari pihak luar,
sarana atau fasilitas pendidikan seperti kurangnya peralatan atau fasilitas baik
dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak, anggara lembaga
pemasyarakatan seperti kurangnya anggaran untuk kebutuhan dan melaksanakan
program pendidikan yang tidak sebandingnya dengan jumlah tahanan dan
besarnya daya tampung lembaga, administrasi sekolah seperti banyaknya anak
didik yang keluar dari tahanan tetapi tidak ingin melanjutkan sekolah lagi setelah
keluar.

Kata kunci : Narapidana, Hak Pendidikan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok
dan berinteraksi sehingga tidak terlepas dari berbagai macam masalah
yang akan dihadapi. Hubungan-hubungan antara manusia dengan manusia
dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.
Untuk menyelesaikan suatu masalah dan konflik kepentingan yaitu hukum
yang menjadi dasarnya sehingga manusia akan hidup dengan hukum dan
berhadapan dengan hukum.!

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang
senantiasa harus Kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat
dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua,
keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan
memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh
hukum. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-
cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan
nasional”.?

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang

berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan

bangsa Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang

Dasar 1945, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus terhadap anak

demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan

sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan

meraka dan bangsa di masa depan. Dalam melaksanakan pembinaan dan

perlindungan terhadap anak sering kali dijumpai penyimpangan perilaku di

kalangan anak, bahkan lebih dari pada itu terdapat anak yang melakukan

perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

him. 01.

! Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa, him. 05.

2 Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PTIK,



oleh anak disebabkan oleh banyak faktor antara lain adanya dampak
negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di
bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua yang telah
membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat
yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dalam
menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak
tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan
sifatnya yang khas. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan
perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan
sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu orang tua dan
masyarakat dapat bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan
perkembangan perilaku anak.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum
positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang
yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut
sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.®

Jika dalam pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan perkembangan
perilaku anak tersebut terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan anak
tersebut melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak maka anak
tersebut dapat diberikan sanksi. Sanksi yang dapat diberikan kepada anak

berdasarkan penjelasan Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 3

® Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta : CV.
Novindo Pustaka Mandiri, him. 5.



Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan berdasarkan perbedaan
umur anak. Anak yang masih berumur 8 (delapan) samapi 12 (dua belas)
tahun dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya,
terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) sampai 18
(delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan
tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan
sosial anak.

“Dengan demikian maka pengertian anak pada umumnya adalah
seorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum
pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia
mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari
sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada
pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa
seseorang’’.

Bagi anak yang berdasarkan putusan hakim telah terbukti melakukan
tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak,
baik menurut Peraturan Perundang-Undang maupun peraturan hukum lain
yang hidup dan berlaku dalam masyarakat akan mendapatkan pembinaan dan
bimbingan di Lembaga Permasyarakatan atau LAPAS. Berdasarkan pasal 60
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penempatan
anak yang telah diputus bersalah oleh hakim terpisah dari narapidan dewasa,
dan mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Lembaga

Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak

Didik Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

* Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: Laks Bang
PRESSindo, him. 42.



tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 8 menentukan bahwa yang dimaksud
dengan Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama
sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga
Pemasyarakatan Anak paling lama Sampai berumur 18 (delapan belas)
tahun;

3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya
memperoleh penetapan dari pengadilan untuk dididik di Lembaga
Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)
tahun.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, penempatan Anak Didik
Pemasyarakatan dipisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu
sebagai Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil. Pembedaan status ini
menjadi dasar pembedaan pembinaan yang akan dilakukan kepada mereka.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 61 tentang
Pengadilan Anak, Anak Pidana yang belum selesai menjalani masa pidana di
Lembaga Pemasyarakatan Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun
tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun akan dipindahkan dari
Lembaga Pemasyarakatan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS

akan tetapi ditempatkan terpisah dengan narapidan yang telah berumur 21



(dua puluh satu) tahun. Anak Didik Pemasyarakatan yang berada di Lembaga
Pemasyarakatan Anak berhak mendapatkan pendidikan dan latihan baik
formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta
memperoleh hak-hak lainya.®

Walaupun mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dilihat
dari umur mereka yang masih kurang dari atau sama dengan 18 (delapan
belas) tahun maka mereka perlu mendapatkan hak pendidikan seperti di
lembaga pendidikan formal atau SD, SMP, SMA.. Berdasarkan latar belakang
yang penulis sampaikan maka penulis mengambil judul “PENERAPAN HAK
PENDIDIKAN TERHADAP NARAPIDA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini sebagai
berikut:

1. Bagaimanakah cara Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang dalam
menerapkan hak pendidikan terhadap narapidana anak?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam menerapkan hak
pendidikan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak
Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Guna memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka

pembahasan dalam skripsi menyangkut masalah penerapan hak pendidikan

> Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Aditya Bakti. him. 57.



terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan anak Palembang. Adapun
tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui cara Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang
dalam menerapkan hak pendidikan terhadap narapidana anak.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
menerapkan hak pendidikan terhadap narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Anak Palembang.

D. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual atau Definisi operasional dimaksudkan untuk
menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan
dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu
“Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Anak Palembang”. Maka kerangka konseptual yang perlu
dijelaskan yaitu :

1. “Hak pendidikan adalah pendidikan merupakan suatu proses atau
kegiatan yang diarahkan untuk mengubah perilaku manusia (human
behaved), berupa setiap tanggapan atau perbuatan seseorang”.’

2. Narapidana berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah yang
menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan

pembinaan bagi Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Pasal 10

® Redja Mudyaharjo, 2001, Pengantar Pendidikan, Jakarta, Rajawali Pers. him. 4.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
menyatakan bahwa Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di

Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.

. “Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa

harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-
hak sebagai manusia serta bagian dari manusia yang harus dijunjung
tinggi oleh setiap manusia serta bagian dari generasi muda sebagai
salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus
cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan
fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang”.7

E. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum
sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian yuridis empiris
yang bersifat deskriptif dan dapat disebut pula dengan penelitian
lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang

terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk kepentingan
identifikasi dan analisa akan dilaksanakan pengumpulan data dengan

mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang.

him. 12.

" Muhammad Taufik Makarao, 2013, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Rineka Cipta,



3. Jenis Data

a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.’
Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan
wawancara kepada Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Anak
Palembang.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku
sebagai pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencangkup
dokumen-dokumen, buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah
dari kalangan hukum dan lainya.’

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (Libray Research)
Menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter
yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan litelatur-
litelatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan

melakukan wawancara merupakan suatu metode dengan proses

& Amirudin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grapindo
Persada. him. 30.

® 1bid. him. 30.



untuk memperoleh Kketerangan-keterangan dengan jelas untuk
penelitian, yaitu dengan mengadakan dialog langsung dengan
Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang.
5. Teknis Analisis Data
Penelitian sosiologis ini data dianalisis secara kualitatif. Kualitatif artinya
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,
runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan
pemahaman dan interprestasi data.'® Dengan demikian gejala-gejala yang
timbul dalam masyarakat akan dihubungkan dengan data yang yang
diperoleh yaitu dengan membandingkan teori, pendapat para ahli, serta
perundang-undangan yang berlaku, dan akhirnya ditarik kesimpulan
secara deduktif, yaitu kesimpulan diambil dari hal-hal yang umum ke
khusus.
F. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini akan disusun dalam format empat bab untuk
mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan
diuraikan dalam skripsi ini. Dengan demikian susunan sistematika penulisan
skripsi ini adalah sebgai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang,

Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan, Kerangka

19 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra
Aditiya Bakti. him. 172.
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Konseptual, Metode Penelitian yang akan digunakan dalam
penelitian ini, serta Sistematika Penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Disini akan dijelaskan mengenai Tinjauan Pustaka yang
meliputi pembahasan mengenai Hak Pendidikan, Narapidana
Lembaga Pemasyarakatan Anak.

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil
penelitian dari lapangan dan kajian pustaka yang diperoleh
peneliti. Dalam bab ini akan diuraikan tentang Cara Lembaga
Pemasyarakatan Anak Palembang Dalam Menerapkan Hak
Pendidikan Terhadap Narapidana Anak dan Faktor Yang
Menjadi Penghambat Dalam Menerapkan Hak Pendidikan
Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak
Palembang.

PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dan saran.
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